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SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK
POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM
KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA

Skripsi Fakultas Hukum, 2020
Kata Kunci: Pencabutan, Hak Politik, Narapidana, Tujuan Pemidanaan

Penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih
dan/atau hak dipilih dalam pemilihan umum terhadap narapidana korupsi ialah
sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang luar biasa dan bagian dari
pemidanaan yang berat dan setimpal terhadap narapidana korupsi. Tujuan
penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis syarat penerapan
sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam
perspektif hak asasi manusia; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis
kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tujuan
pemidanaan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan
pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian membuktikan,
bahwa: pertama, hak politik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan
berfikir dan hati nurani yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
dan melekat pada status warga negara. Penerapan sanksi pidana tambahan itu
merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat narapidana korupsi
sebagai warga negara karena berdampak pada tindakan penghapusan hak dan
pengebirian hak politik narapidana korupsi sehingga penerapannya tidak memenuhi
syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif partikularistik-relatif;
kedua, teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia ialah
pemasyarakatan yang juga merupakan rasionalitas pelaksanaan pidana penjara
seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ialah sebagai alat
pemidanaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan
Indonesia yaitu pemasyarakatan. Hal ini karena penerapan sanksi pidana tambahan
itu akan menghambat pembentukkan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya.
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ABSTRACT
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ADDITIONAL CRIMINAL SANCTIONS REVOCATION OF
POLITICAL RIGHTS AGAINST CORRUPTION INMATES IN
THE PURPOSE OF INDONESIAN PUNISHMENT

Faculty of Law Thesis, 2020
Keywords: Revocation, Political Rights, Inmates, Purpose of Punishment

The application of additional criminal sanctions revocation of political rights in the
form of the right to vote and/or the right to be elected in the general election of
corruption inmates is an effort to eradicate extra ordinary crime of the corruption
and as part of severe and equal punishment of convicted corruption.The objectives
of this study are: first, to find out and analyze the requirements for applying
additional criminal sanctions revocation of political rights againts corruption
inmates from a human rights perspective; second, to find out and analyze the
position of additional criminal sanctions revocation of political rigths in the
purpose of Indonesian punishment. The type of research used is normative yuridical
with the statute approach, the conceptual approach, the case approach, and the
comparative approach.The result of the research prove that: first, political rights
can be classified as the right to freedom of thought and consciense which non
derogable rights and are attached to the status of citizens. The application of
additional criminal sanctions in an act that undermines the dignity and dignity of
corruption inmates as citizens because it has an impact on the act of abolishing the
rights and castration of political inmates rights of corruption so that their
application does not meet the conditions of limiting human rights in a particular-
relative perspective; second, the theory of punishment purpose in accordance with
the philosophy of the Indonesian state is correctionalism which is also the
rationality of the implementation of imprisonment as well as law number 12 of 1995
concerning correctional. The position of additional criminal sanctions revocation
of political rights is as a tool of punishment that is not in line with or contrary to
the goal of Indonesian penalties, namely correctional proceedings. This is because
the application of additional criminal sanctions will prevent the formation of
inmates into full human.
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